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TATA CARA PERMOHONAN

PENGECUALIAN

LIMBAH B3 DARI PENGELOLAAN LIMBAH B

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pasal 191 ayat 1
disebutkan Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
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Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B
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Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B




PERSYARATAN PERMOMONAN ... s ERIAN

N HIDUP &KEHUTANAN

PENGECUALIAN BVIBAH'
BAHAN BERBAHAYA'BERACUN (B3)

PERSYARATA

[V Surat Permohonan pengecualian

Akta pendirian usaha dan/atau kegiatan
limbah kepada menteriLHK. o ; a?en e R
ooy e [& Izin Lingkungan .

¥ Lembar pernyataan keabsahan [ Kerangka Acuan

dokumen bermaterai

1. Volume sampling agar memenuhi untuk uji
karakteristik lampiran Il PP 101 th.2014.

. Evalmsi |
valuasi hasil
uji oleh tim

Evaltnst olch tin aht 2. Dapat disaksikan oleh tim ahli dan tim KLHK
dan disetujui !
 Hasiluji ~ dihentikan
Uji Karakteristik | fohmpast menyampaikan
~ baku mutu hasil uji

Dilakukan oleh lab

yang telah di setujui L

sesuai kerangka .

acuan .

Menyampaikan hasil uji
karakterstik

SK Pengecualian limbah B3
diterbitkan Menlhk

ahli limbah B3

DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3



